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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Eremen Yogosam, A.Md.IP dan Berius Kogoya, S.TH
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3).

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah 

	Pihak Terkait
	:
	Yonas Kenelak dan Itaman Thago
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2).

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


	Tanggal Putusan
	:
	 5 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.


Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 14.00 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari   Rabu tanggal 11 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan/ tidak beralasan menurut hukum.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran  yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan ... Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu ... dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon  adanya Calon Bupati Nomor Urut 2 sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani akan tetapi memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan rohani. Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melalui pemeriksaan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sehingga dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerangkan yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pada tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pihak Terkait dan telah menyurati Termohon dengan nomor surat 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024 bertanggal 30 Agustus 2024 perihal meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dan tanda terima. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Termohon telah membalas dengan surat bernomor 292/PL.02.2-SD/9505/2/2024 bertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya Termohon tidak memberikan rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan paslon untuk menjamin perlindungan data pribadi paslon sebagaimana peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 khususnya tahapan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 1 Agustus 2024. Di samping itu, menurut Mahkamah, Termohon telah ternyata terhadap pemeriksaan kesehatan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari RSUD Jayapura telah dikeluarkan Berita Acara Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah  yang pada pokoknya menyatakan calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Calon Yonas Kenelak, S.Sos memenuhi syarat kesehatan secara jasmani dan rohani. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak yang terlihat menggunakan kursi roda pada saat pemeriksaan kesehatan di RSUD Jayapura, ternyata telah mengalami insiden jatuh yang menyebabkan terganggu tulang belakangnya [vide risalah sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP/XXIII/2025 tanggal 30 Januari 2025, hlm. 145].  Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon adanya DPT yang tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah. Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya telah melakukan proses pendaftaran dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. dan telah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya DPT yang digunakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 135/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, Pihak Terkait menerangkan bahwa Pantarllih telah melaksanakan tugasnya. Pihak Terkait juga menerangkan telah mendapat undangan dari Termohon untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024. Menurut Pihak Terkait, proses penetapan DPT telah dilaksanakan oleh Termohon, mulai dari tahap Penerimaan data pemilih hasil sinkronisasi DPT PEMILU tahun 2024 dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) tahun 2024 dari KPU RI, Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara), Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), Rekapitulasi dan Penetapan DPT hingga tahap Pengumuman DPT. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya laporan hasil pengawasan Termohon telah melakukan pengangkatan petugas Pantarllih dan pemuktahiran Data Pemilih berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 sesuai dengan tahapannya termasuk telah mengangkat dan melantik petugas Pantarlih untuk melaksanakan Coklit yang diperlukan untuk penyusunan DPS sesuai Keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
3. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan distrik Ilugwa dan distrik Eragayam tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni ; KPU, PPD, PPS, dan KPPS tidak melakukan pemasangan foto pasangan calon di TPS, tidak ditempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, dan adanya intervensi Kepala Desa kepada penyelenggara di TPS. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon menyampaikan bantahannya bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena pada tanggal 25 November 2024 telah dilakukan pendistribusian logistik dari Wamena ke Distrik Ilugwa dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan pada tanggal 26 November 2024 telah dilakukan pendistribusian logistik dari kantor PPD Distrik Ilugwa ke setiap TPS melalui PPS. Sedangkan saat proses pemungutan suara tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus yang ditemukan di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam. Pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Eragayam tanggal 3 Desember 2024, semua pihak termasuk saksi pasangan calon hadir namun hanya saksi pasangan calon nomor urut 2 saja yang menandatangani Berita Acara pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak menandatangani dengan alasan hasil rapat pleno tidak akurat dan proses tidak transparan, padahal saksi tersebut mengikuti seluruh proses pleno dan para saksi juga tidak mengajukan keberatan saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan perbedaan perolehan suara. Kemudian Pihak Terkait menyampaikan keterangannya bahwa di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum BAB IV dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan No. 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahwa pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken/ikat. Adapun dalam sistem noken yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Pegunungan selalu didasarkan pada kesukuan dan kewilayahan artinya masyarakat satu suku dipastikan akan dominan memilih calon dari sukunya ataupun dari segi kewilayahan. Bahwa di Distrik Ilugwa dihuni oleh suku Walak dan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, satu satunya calon Bupati yang berasal dari suku Walak adalah Pihak Terkait yaitu Yonas Kenelak. Sehingga tidak mengherankan jikalau hasil pemilihan di Distrik Ilugwa lebih banyak memilih pasangan calon nomor urut 2. Sementara itu saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Kampung Ilugwa saat diambil kesepakatan, terdapat sekelompok pendukung salah satu pasangan calon yang rebut dan meninggalkan tempat pemungutan suara karena tidak puas dengan kesepakatan masyarakat namun masyarakat tetap melanjutkan pembagian suara. Demikian juga saat Rapat Pleno rekaputulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Ilugwa tanggal 3 Desember 2024 terdapat protes dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nommor urut 3, namun setelah dilakukan pencocokan hasil perolehan suara antara data KPU dengan data yang dimiliki para saksi diperoleh hasill yang telah sesuai, namun saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi nomor urut 3 tetap tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota. Sementara Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerangkan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat yang menginstruksikan petugas pengawas di tingkat 5 distrik se Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dapat mengawasi tahapan rekapitulasi di tingkat distrik dan telah pula melaksanakan pengawasan pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, terhadap dalil Pemohon a quo telah ternyata Pemohon hanya melampirkan surat pernyataan dari kepala suku di Distrik Ilugwa dan Eragayam namun tidak melampirkan bukti yang cukup yang dapat menunjukan ketiadaan foto pasangan calon di TPS, ketiadaan ditempelnya DPT di TPS serta bagaimana kronologis intervensi kepala desa kepada penyelenggara di TPS. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, dalam mempersiapkan logistik pemilihan, Termohon telah mendistribusikan logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan dengan sistem noken pada tanggal 25 November 2024. Adapun logistik yang didistribusikan berupa kotak suara berisi logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kotak suara berisi logistik pemilihan bupati dan wakil bupati, bilik kotak suara pemilihan, dan sampul/kantong plastik berisi logistik pemilihan. Logistik pemilihan ini kemudian didistribusikan dari Ketua PPD Kampung Ilugwa bernama Andi Walela kepada masing-masing PPS. Selain itu, pendistribusian logistik pemilihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara serta dilaksanakan dengan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat diterima KPPS satu hari sebelum tanggal pemungutan suara.  Andaipun terdapat kelalaian KPPS dengan tidak mencantumkan foto pasangan calon dan tidak menempelkan DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon, seharusnya menjadi keberatan ataupun catatan khusus pada saat kejadian, namun telah ternyata tidak ditemukannya keberatan maupun laporan ataupun temuan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah terkait dengan pemasalahan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

4. Berkenaan dengan dalil Pemohon yaitu Termohon tidak pernah memberikan Formulir C-6 yaitu Formulir pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang sudah terdaftar di DPT sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a PKPU 17 Tahun 2024. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dengan memberikan formulir Model C.pemberitahuan-KWK melalui KPPS dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Sedangkan Pihak Terkait maupun Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tidak memberikan keterangan dan tidak pula mengajukan alat bukti. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon a quo, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah terkait tidak diberikannya formulir Model C.pemberitahuan-KWK kepada pemilih. Selain itu, tidak pula ditemukan adanya keberatan, laporan, maupun temuan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dalam laporan pengawasannya. Terlebih, berdasarkan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota ditemukan fakta bahwa jumlah pengguna hak pilih di Kabupaten Mamberamo Tengah sama dengan jumlah pemilih dalam DPT. Oleh karena itu, andaipun apa yang didalikan Pemohon benar yaitu Termohon tidak menyerahkan formulir Model C.pemberitahuan-KWK kepada pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah, telah ternyata hal tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional Pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

5. Berkenaan dengan dalil Pemohon adanya  saksi-saksi di TPS tidak pernah diberikan salinan C.Hasil. KWK dan undangan di distrik/PPD maupun tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sehingga saksi tidak bisa menandatangani berita acara sampai dengan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara.  Termohon membantahnya dan menyatakan setelah penghitungan suara selesai, KPPS telah memberikan kesempatan kepada setiap saksi, Pengawas TPS, serta pihak-pihak yang hadir untuk mendokumentasikan melalui foto terhadap Model C.Hasil-KWK-Bupati dan KPPS juga kemudian menyerahkan hasil Model C.Hasil-KWK-Bupati kepada setiap saksi, Pengawas TPS, dan PPS yang hadir. Adapun saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dan tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, telah terjadi aksi walk out dari saksi Pemohon sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Sedangkan Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar karena faktanya saksi Pemohon setelah mengetahui perolehan suaranya sangat kecil maka meninggalkan lokasi (walk out) saat rekapitulasi sebelum penandatanganan dan penyerahan formulir Model C. Hasil, Formulir Model D. Hasil kecamatan/distrik maupun formulir Model D. Hasil Kabko. Terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya pendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 3 menolak hasil rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa dan juga menyatakan saksi tidak pernah menerima Salinan C. Hasil KWK dan tidak pernah menandatangani berita acara C. Hasil KWK dan Panitia Pemilihan Distrik Ilugwa tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan rekapitulasi ke saksi pasangan calon nomor urut 3 dan terhadap laporan tersebut, ternyata tidak dilanjutkan karena baik pelapor maupun terlapor tidak pernah datang memenuhi undangan klarifikasi yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dalil Pemohon a quo, ternyata Pemohon tidak menjelaskan pada desa ataupun distrik mana saja saksi Pemohon tidak diberikan C.Hasil Salinan KWK karena Mahkamah menemukan bahwa saksi Pemohon telah ternyata menandatangani Model C. Hasil.KWK.Bupati pada beberapa desa di Distrik Kelila seperti Desa Kelila, Desa Onggobalo, Desa Timeria, Desa Uganda, Desa Yalenggola dan juga pada beberapa desa di Distrik Kobakma. Selain itu, tidak terdapat keberatan ataupun catatan kejadian khusus maupun laporan Bawaslu terkait tidak ditandatanganinya Model C. Hasil.KWK.Bupati di tingkat TPS. Adapun terhadap dalil Pemohon terkait tidak pernah menandatangani berita acara baik di rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, menurut Mahkamah saksi Pemohon tidak mendandatangani formulir D. Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota dan formulir Model D. Hasil Kabko dikarenakan saksi Pemohon melakukan aksi walk out sebelum berakhirnya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten terlebih saksi Pemohon tidak pernah membuat keberatan ataupun catatan kejadian khusus terhadap keberatannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 

6. Selanjutnya berkenaan dengan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terkait adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Danama yang belum dilaksanakan oleh Termohon [vide Bukti Risalah Sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Januari 2025, hlm. 84-88] yang tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Termohon baik dalam jawaban maupun dalam persidangan, tidak memberikan tanggapannya karena hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Sedangkan Pihak Terkait dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat dua rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kampung Danama, Distrik Ilugwa dan di Kampung Dogobak dan Kampung Pelanme, Distrik Kelila. Lebih lanjut Pihak Terkait menerangkan, namun prinsipnya, andaipun PSU dilaksanakan pada 3 (tiga) kampung tersebut dan jumlah perolehan suara diserahkan seluruhnya kepada Pemohon, tidak akan mengubah posisi Pihak Terkait sebagai pemeroleh suara tertinggi [vide Bukti Risalah Sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 30 Januari 2025, hlm. 148]. Selain itu, Pihak Terkait juga menyatakan dua Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut dikeluarkan karena terdapat ancaman dari masa pendukung pasangan calon yang mengepung kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak puas dengan hasil perolehan suara. Selanjutnya atas keterangan Pihak Terkait tersebut, Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut dikarenakan rekomendasi dikeluarkan setelah penetapan perolehan hasil tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah. Terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat dua rekomendasi untuk melaksanakan PSU yaitu di Distrik Kelila dan di Distrik Ilugwa. Adapun rekomendasi di Distrik Kelila karena tidak dimohonkan oleh Pemohon, maka Bawaslu tidak memberikan keterangan dan terhadap hal tersebut juga tidak mendapatkan adanya temuan/laporan terkait rekomendasi PSU di Distrik Ilugwa Desa Danama terhadap 6 TPS di Kampung Danama [vide Bukti Risalah Sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 30 Januari 2025, hlm. 160]. Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo, Mahkamah berpendapat, terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang ditujukan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU pada seluruh TPS di Kampung Danama yang berjumlah 6 (enam) TPS, karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Termohon melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dan telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Mamberamo Tengah 428/2024, maka alasan Termohon tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut adalah dapat dibenarkan dan selanjutnya terhadap hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut karena terhadap hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Mamberamo Tengah diajukan permohonan dalam perkara a quo. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati hasil perolehan suara Pemohon dan selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait yaitu 11.682 suara (sebagaimana yang juga dipertimbangkan pada paragraf selanjutnya) dan dugaan pelanggaran yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut hanya berkaitan dengan kejadian di 6 (enam) TPS, maka jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 (enam) TPS tersebut dan seandainyapun hasil perolehan suara dari PSU tersebut dimenangkan seluruhnya oleh Pemohon, sebaliknya Pihak Terkait tidak mendapatkan suara 0 (nol) sekalipun, quod non, terhadap hal tersebut perolehan suara Pemohon tidak dapat secara signifikan mengubah perolehan suara Pihak Terkait yang berakibat menjadi pihak yang tidak memeroleh suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan alasan untuk dilaksanakannya PSU tersebut tidak relevan untuk diperintahkan kepada Termohon. Dengan demikian, fakta hukum yang muncul dalam persidangan demikian Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk dipersoalkan lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Mamberamo Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. 

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Mamberamo Tengah adalah 49.508 (empat puluh Sembilan ribu lima ratus delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 2% x 37.967 = 759 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 20.628 suara – 8.946 suara = 11.682 suara (30,77%) atau kurang/lebih dari 759 suara.


Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati. Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
	
                                       Jakarta, .... 2025
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